KEEMPAT Keputusan inl dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraan e
Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak terdapat kegiatan-ke
yang bertentangan dengan ketenluan peratusan perundang-undangan
yang berlaku

KELIMA, Keputusan ini mulal berlaky pada tanggal ditetapkan
Diterapkan di Purwokerlo
Pada tanggal 07 Maret 2025

__an BUPATI BANYUMAS
Pl KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
" PELATANAN TERPADY SATU PINTU
N,

INDRA KUSUMAWATI

Tembusan .

1. Bupati Banyumas (sebagal laporany,

2 Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal PAUD
dan Dikmas,

. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah,

. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas,

Koordinator Wilayah Kecamatan Jatilawang Pendidikan,
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3
4
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A Kewajban

1 Mamatufy  saduruly  Katanh
penyelangoarsan  panditikan
Pamanniah
Membenkan layanan pandiiikan yang barmy
dengan perdidkan bagi masyaakal kurang
gangan peraturan perundang- undangan ya

Menjaga ketertiban, keamanan, kgndahan
kesehatan lngkungan pangsalolaan oan
pendicikan

Meiaksanakan dan mematuhl sebap paial
peundang-undangan  yang bevdaku yang dhelvarkan
Pamenntah

Meanadikan sakolah ssbagal wiyala mandala dalam anaka
membangun karakter dan nasonalisma

6. Mamiiki samna dan prasarsnapaiengrapan yang memata
T. Meanyediakan Alat Peraga Edukasi (APE) luar, APE dalam dan
sarana baiajar lainnya
B. Memiliki kemampuan pabiayaan yang memada
g Mempunyal stempal lembaga pandihikan
10, Memasang papan nama lembaga pendwdikan
B. Larangan

a Mendinkan dan/atau me
Kepala Dinas P naman Modal dan Palavanan Tempadu - Satu

Pintu Kabupaten Banyumas

ambah janis kKegaan anpa

o S
v

b. Mamindahtangankan in kepada pihak lain lanpa @in Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kabupaten Banyumas

Satu Pint

c. Mengubah nama satuan pandidikan tanpa zin kepala Linas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Salu Pintu
Kabupaten Banyumas

d. Tidak metakukan kagiatan pembelajaran seiama 2 (dua) @anun
berurut-turut tanpa Katerangan yang sah

& Melanggar aturan/ketentuan penyalenggaman pendidikan
sesual dengan pedoman penyelenggaraan yang bedaky

KETIGA Izin yang dimaksud diktum KESATU dapat dicabul dan dibalalkan
apabila
1. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan
larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini

F3

Pemegang izin tidak melaksanakan kegalan peambeiaaran aan
pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turat tanpa alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan

3 Lembaga hdak mengajukan akreditasi ke

Akraditas)

selambal

lambatnya 5 (lima) fahun sejak keputusan in dikeluarkan

4 Lembaga sudah tidak lagi mamatuhi parsyaralan
lembaga

izin diperoleh secara tidak sah

pengiran

n




MENETAPKAN
KESATU

10,

Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 17 Tahur
2010 tenfang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nc 2
sebagammana telsh diubsh dengan Peraturan Pemer
Nomor 66 Tahun 2010 lentang Perubahan Atas Peratura
Pemenintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelclaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran MNegara Republis
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112}

p

Peraturan. Pemenntah MNomor 5 Tahun 2021  lentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
({Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15
‘Ffambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8617

Peraturan Mentari Pendidikan  dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 lentang Pendinan Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Repubik Indenesia
Tahun 2014 Nomor 1279)

Peraluran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Nomor 1 serd D
Regional Provinsl Jawa Tengah) sebagaimana felah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21)

Peraturan Bupati Banyumas Nomor Peraturan Bupati
Banyumas MNomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perzinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas {Berita Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 37) sebagaimana
telah diubah Peraturan Bupali Banyumas Nomor 13 Tahun
2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Penzinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu 5Satu  Pintu Kabupaten
Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023
Nomer 13).

MEMUTUSKAN

Memberikan lzin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada

Nama SPF . Taman Kanak-kanak Aisyiyah BA 5
Adisara
Alamat SPF Ji.  Raya Kedungwringin Desa

Kedungwringin Kec. Jatilawang Kab

Banyumas Prov. Jawa Tengah

Nama Penyelenggara Perkumpulan n TK Aisyiyah Bustanul

Athfal 05 Adisara
Nomer Induk Berusaha : 0220104792342

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Formal Dengan Jenis Program
Pendidikan Taman Kanak-kanak Aisyiyah BA 5 Adisara




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
jatan Jendral Scedirman Nomor 540 Purwokertn Kode Pos 53116

Telp. (D281) 627965, Fax. (0281) 624521

£-mail: dpmpptsokabbanyumas@gmail. com website © dpmpisp. banyumaskab.go.id

Menimbang

Mengingat

— = e

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 500,16.7.2/008/TK-B/IV2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BA 05 ADISARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

a

bahwa berdasarkan permohonan dari Kepala Sekolah TK
Ajsyiyah BA 5 Adisara Nomor 17/TK.ABASADSR/XINZ024
tanggal 23 Desember 2024 perihal Pemmohonan mendirikan
lembaga pendidikan setingkat PAUD, Perkumpulan n TK
Aisyiyah Bustanul Athfal 05 Adisara mengajukan Permohonan
mendinkan iembaga pendidikan setingkat PAUD, dengan imi
mengajukan permohonan Taman Kanak-kanak,

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan
finjauan lapangan oleh tim visitasi yang dilaksanakan oleh Tim
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumas merekomendasikan Pendinan Satuan
Pendidikan Forma! Taman Kanak-kanak Aisyiyah BA 5 Adisara
dengan surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan MNomor
421 .1/1938/2025 tanggal 3 Maret 2025;

bahwa berdasarkan periimbangan sebagaimana huruf a dan
huruf b, maka periu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas tentang lzin Penyelenggaraan Satuan
Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Aisyiyah BA 5 Adisara

Undang-undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah,

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 73
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia MNomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kera
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 857 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982 tentang Peran
Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1882 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesian Nomor 3485);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2005 tantang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)



